RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA

FORMULIR 2:

RENCANA PENCAPAIAN HASIL (OUTCOME) UNIT ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN : 2015

A. KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA

. (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

B. UNIT ORGANISASI

. (02) INSPEKTORAT JENDERAL

C. MISI UNIT ORGANISASI

;01

02

03

04

05
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Tata Kelola; Mewujudkan Sistem Pengendalian Intern, Menajemen Risiko, dan Tata Kelola yang Baik

Efisiensi dan Efektivitas; Mendorong Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Kementerian Keuangan

Kepatuhan; Mendorong Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Akuntabilitas; Mewujudkan Pengelolaan Keuangan yang Berkualitas, Transparan, dan Dapat Dipertanggungjawabkan
Pelayanan; Mendukung Reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan Pelayanan Publik

Integritas; Mencegah dan Menindak Penyimpangan dan Penyalahgunaan Wewenang

D. SASARAN STRATEGIS
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Tingkat pendapatan yang optimal

Tingkat kepercayaan stakeholders yang tinggi dan citra yang meningkat yang didukung oleh tingkat pelayanan yang handal
Tingkat kepatuhan wajib pajak, kepabeanan, dan cukai yang tinggi

Alokasi belanja negara yang tepat sasaran, tepat waktu, efektif, efisien dan akuntabel

Tata kelola yang yang tertib transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan belanja negara.

Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah

Terciptanya tata kelola yang tertib sesuai peraturan perundang-undangan, transparan, kredibel, akuntabel, dan profesional
dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Terpenuhinya pembiayaan APBN melalui utang secara tepat waktu, cukup, dan efisien.

Terciptanya kepercayaan para pemangku kepentingan (investor, kreditor, dan pelaku pasar lainnya) terhadap pengelolaan
utang yang transparan, akuntabel, dan kredibel.

Terciptanya struktur portofolio utang yang optimal.

Terciptanya pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid.

Efisiensi dan akurasi pelaksanaan belanja negara.

Optimalisasi pengelolaan kas.

Optimalisasi tingkat pengembalian dana di bidang investasi dan pembiayaan lainnya.

Peningkatan pelayanan masyarakat melalui penyempurnaan pengelolaan BLU.
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Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Terciptanya sistem perbendaharaan negara yang modern, handal dan terpadu.

Terlaksananya perencanaan kebutuhan barang milik negara yang optimal

Terlaksananya penatausahaan kekayaan negara yang handal dan akuntabel

Terwujudnya pemanfaatan BMN berdasarkan prinsip the highest and best use

Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan kekayaan negara

Terwujudnya database nilai kekayaan negara yang kredibel

Terwujudnya regulator bidang pasar modal dan lembaga keuangan yang amanah dan profesional

Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sumber pendanaan yang mudah diakses, efisien dan
kompetitif.

Terwujudnya pasar modal dan lembaga keuangan non bank sebagai sarana investasi yang menarik dan kondusif dan sarana
pengelolaan risiko yang handal.

Terwujudnya industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang stabil, resilience dan liquid.

Tersedianya kerangka regulasi yang menjamin adanya kepastian hukum, keadilan dan keterbukaan (fairness and
transparency).

Tersedianya infrastruktur pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang kredibel, dapat diandalkan dan berstandar
internasional.

Terwujudnya SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi
Terwujudnya organisasi yang handal dan modern
Terwujudnya good governance

Terwujudnya dan termanfaatkannya TIK yang terintegrasi

Tercapainya akuntabilitas laporan keuangan

E. PROGRAM

. (015.02.03) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan

F. HASIL (OUTCOME)

. Terwujudnya Pengawasan yang Memberi Nilai Tambah Melalui Peningkatan Efektivitas Proses Manajemen Risiko, Pengendalian,

dan Tata Kelola Serta Peningkatan Akuntabilitas Aparatur di Lingkungan Kementerian Keuangan

G. INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM|: 01 Persentase Policy Recommendation Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti
02 Persentase Investigasi yang Terbukti
03 Tingkat Penerapan Pengendalian Intern
04 Persentase Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Output Belanja
05 Persentase Penerapan Audit Teknologi Informasi
H. RINCIAN PROGRAM
|. KEGIATAN/ESELON Il / FUNGSI / SUB FUNGSI / ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH)

KODE PRIORITAS / FOKUS PRIORITAS

ANGKA DASAR/INISIATIF BARU

IIl. OUTPUT (VOL SAT)/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/

2014 2015 2016 2017 2018

1 2

3 4 5 6 7
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Pelaksanaan Audit Investigasi dan Edukasi Anti KKN
Eselon Il

Sekretariat Inspektorat Jenderal

Fungsi

PELAYANAN UMUM

Sub Fungsi

LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN
FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI

Prioritas Nasional

Output

Laporan Pengawasan Inspektorat Bidang Investigasi

Indikator Kinerja Kegiatan

00 Presentase investigasi yang terbukti

3.562.665|

3.562.665|

3.734.168|

3.734.168|

3.913.956

3.913.956

4.102.429

4.102.429
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Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Pengawasan serta Peningkatan
Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan

Eselonll

Inspektorat I, II, 1II, IV, V, VI
Eungsi

PELAYANAN UMUM

Sub Fungsi

LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN
FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI

Prioritas Nasional

Output

Laporan Pengawasan Inspektorat |
Laporan Pengawasan Inspektorat Il
Laporan Pengawasan Inspektorat IlI
Laporan Pengawasan Inspektorat IV

Laporan Pengawasan Inspektorat V

25.101.580

4.915.556

4.092.816

4.024.644]

4.046.428]

3.837.232

26.315.150

5.153.490

4.291.070]

4.219.245]

4.241.850]

4.021.976

27.587.561

5.402.971

4.498.951

4.423.282

4.446.740

4.215.646|

28.921.659

5.664.559

4.716.927

4.637.212

4.661.554

4.418.673




Laporan Pengawasan Inspektorat VI 4.184.904 4.387.519 4.599.971 4.822.734
Indikator Kinerja Kegiatan
00 Persentase Policy Recommendation Hasil Pengawasan yang
Ditindaklanjuti
1647| Pelaksanaan Program Transformasi Pengawasan 3.286.838| 3.445.005| 3.610.811 3.784.625
Eselon Il
Inspektorat VII
Fungsi
PELAYANAN UMUM
Sub Fungsi
LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN
FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI
Prioritas Nasional
Output
Laporan Pengawasan Inspektorat VII 3.286.838| 3.445.005| 3.610.811 3.784.625
Indikator Kinerja Kegiatan
00 Tingkat Penerapan Pengendalian Intern
1648 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jendral 72.550.299 74.899.576 77.336.595 79.864.663
Eselon Il
Inspektorat Bidang Investigasi
Fungsi
PELAYANAN UMUM
Sub Fungsi
LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN
FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI
Prioritas Nasional
Output
Dokumen Perencanaan dan Keuangan 2.293.984 2.406.387 2.524.301 2.647.990
Dokumen Organisasi dan Ketatalaksanaan 1.892.850 1.966.669 2.043.370 2.123.062




Dokumen Kepegawaian 2.114.280 2.196.736 2.282.407 2.371.421
Dokumen Monitoring dan Evaluasi 547.248 568.588] 590.763] 613.804
Dokumen Sistem Informasi 1.290.128 1.340.442 1.392.718 1.447.035
Layanan Peningkatan Kompetensi Pegawai 4.374.457 4.545.059 4.722.315] 4.906.485
Dokumen Manajemen Perkantoran 3.628.258] 3.769.759 3.916.778] 4.069.534
Laporan Dukungan Pengawasan Tujuan Tertentu 2.609.664 2.711.439 2.817.186 2.927.056
Laporan Pengembangan Audit Teknologi Informasi 5.698.601 5.920.845] 6.151.757 6.391.677
Layanan Perkantoran 45.028.169 46.281.159 47.578.004 48.920.239
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 2.113.530 2.195.957 2.281.598 2.370.581
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 411.360 427.403 444.070 461.389
Gedung/Bangunan 547.770) 569.133] 591.328] 614.390
Indikator Kinerja Kegiatan
00 Persentase Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Output Belanja
00 Persentase Pejabat yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan
00 Persentase Penerapan Audit Teknologi Informasi
JUMLAH 104.501.382 108.393.899 112.448.923 116.673.376
|. ALOKASI ANGGARAN FUNGSI
ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH)
KODE FUNGSI / SUB FUNGSI
2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7
01 PELAYANAN UMUM 104.501.382 108.393.899 112.448.923 116.673.376
01{LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN 104.501.382 108.393.899 112.448.923 116.673.376
FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI
JUMLAH 104.501.382 108.393.899 112.448.923 116.673.376
K. BIAYA PROGRAM
BIAYA MENURUT KELOMPOK BIAYA, (DALAM RIBUAN RUPIAH)
JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA
2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6
1. KELOMPOK BIAYA
a. Operasional 45.028.169 46.281.159 47.578.004 48.920.239




b. Non Operasional 59.473.213 62.112.740 64.870.919 67.753.137
2. JENIS BELANJA
a. Belanja Pegawai 35.799.729 0 0 0
b. Belanja Barang 65.292.858 0 0 0
c. Belanja Modal 3.408.795 0 0 0
d. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang 0 0 0 0
e. Belanja Subsidi 0 0 0 0
f. Belanja Hibah 0 0 0 0
g. Belanja Bantuan Sosial 0 0 0 0
3. SUMBER DANA
a. Rupiah Murni 104.501.382 0 0 0
b. Pinjaman Luar Negeri (PLN) 0 0 0 0
c. Rupiah Murni Pendamping 0 0 0 0
d. PNBP 0 0 0 0
e. Pinjaman Dalam Negeri (PDN) 0 0 0 0
f. Badan Layanan Umum (BLU) 0 0 0 0
g. Stimulus 0 0 0 0
h. Hibah Dalam Negeri (HDN) 0 0 0 0
i. Hibah Luar Negeri 0 0 0 0
j. SBSN PBS 0 0 0 0
L. STRATEGI PENCAPAIAN HASIL :
M. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN
(DALAM RIBUAN RUPIAH)
KODE KEGIATAN URAIAN PENDAPATAN
2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8
a. Perpajakan 0 0 0 0
b. PNBP 0| 0 0 0
JUMLAH a. Perpajakan 0 0 0
b. PNBP 0| 0 0 0
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